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tclah terurai di atas, bahwa hukum waris di Indonesia masih beraneka warna 

coraknya, dimana tiap-tiap golongan penduduk termasuk kepada hukumnya masing-

masing, antara lain hal ini dapat dilihat pada golongan masyarakat yang beragama 

Islam kepadanya diberlakukan hukum kewarisan Islam, baik mengenai tatacara 

pembagian harta pusaka, besarnya bagian antara anak laki-laki dengan anak 

perempuan, anak angkat, lembaga peradilan yang berhak memeriksa & memutuskan 

sengketa warisan apabila terjadi perselisihan diantara para ahli waris dan lain 

sebagainya. Untuk golongan masyarakat non muslim, mereka tunduk kepada hukum 

adatnya masing-masing disana sisi dipengaruhi oleh unsur-unsur agama & 

kepercayaan. Begitu juga terhadap golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan 

mereka, aturan tentang hukum waris ini aspirasinya separuhnya diserahkan kepada 

hukum perdata eropa ( kitab undang-undang hukum perdata ) 

Hukum Islam sebagai suatu tata hukum yang berlandaskan wahyu llahi, 

memegang dua peranan peting Pada satu sisi, Hukum Islam merupakan alat untuk 

merobah masyarakat dalam menciptakan suatu tatanan kehidupan yang baru. Pada 

posisi ini, aturan llahi yang terdapat dalam Hukum Islam bertujuan untuk mencapai 

keadilan mutlak yang diwujudkan dalam kemaslahatan manusia di dunia dan di 

akhirat. Pada sisi lain, Hukum Islam sebagai alat kontrol sosial yang mengatur 

hubungan antara manusia dengan Tuhannya, dengan sesama manusia dan dengan 

alam sekitarnya. Pada posisi kedua ini, Hukum Islam berfungsi untuk menjawab 

segala tantangan dan permasalahan yang muncul dalam masyarakat, atau dengan kata 

lain untuk memecahkan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan yang terus 

merangkak maju mengikuti arus perkembangan dan perobahan zaman, kemajuan 

ilmu pengetahuan serta budaya dan teknologi. 

Hukum Waris di Indonesia yang selalu dipengaruhi perkembangan tiga 

konsep dasar sistem pewarisan." Hukum waris merupakan suatu peraturan atau 

Sebagai alat untuk merobah masyarakat (social engineering), pada satu sisi. Dan sebagai alat pengatur 

prilaku sosial (solal control) pada sisi lain. Lihat: Socrjono Sockamto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta 
Rajawali, 1988), h. 125 

Ketiga sistem hukum tersebut adalah hukum adat, hukum Islam dan hukum warisan Belanda atau civil 
law yang banyak termuat dalam KUHPerdata. Hukum adat merupakan norma-norma yang tumbuh dan 
berkembang secara alamiah di dalam pergaulan hidup masyarakat Indonesia. Hukum tersebut merupakan refleksi 
dari sistem budaya yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Sedangkan hukum Islam adalah hukum yang 
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pembaruan masyarakat bertujuan tercapainya ketertiban, kepastian hukum dan rasa 

keadilan dalam masyarakat. 

Salah satu bentuk perkembangan hukum adalah lahirya teori hukum 

pembangunan yang dipelopori oleh Mochtar Kusumaatmadja pada tahun 1973. 

Awalnya, teori hukum pembangunan ini sesungguhnya tidak digagas untuk menjadi 

sebuah teori, tetapi hanya sebagai konsep pembinaan hukum nasional, namun karena 

kebutuhan akan kelahiran teori ini, menjadikan teori ini dapat diterima secara cepat 

sebagai bagian dari teori hukum baru yang lebih dinamis, sehingga dalam 

perkembangannya konsep hukum pembangunan ini akhirnya diberi nama teori 

hukum pembangunan atau lebih dikenal dengan nama Mazhab UNPAD. Latar 

belakang lahirnya pemikiran konsep hukum pembangunan ini bemula dari 

keprihatinan Mochtar Kusumaatmadja yang melihat adanya kelesuan (melaise) dan 

kekurangpercayaan akan fungsi hukum dalam masyarakat. Kelesuan itu seakan 

menjadi paradoksal, apabila dihadapkan dengan banyaknya jeritan-jeritan 

masyarakat yang mengumandangkan The rule of law dengan harapan kembalinya 

ratu keadilan pada tahtanya untuk mewujudkan masyarakat7ata tentram kerta 

raharja. 
Teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja memiliki pokok-pokok 

pikiran tentang hukum yaitu ;" Pertama, bahwa arti dan fungsi hukum dalam 

masyarakat direduksi pada satu hal yakni ketertiban (order) yang merupakan tujuan 

pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan 

syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur dan 

merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala 

bentuknya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat maka diperlukan adanya 

kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Disamping itu, tujuan 

Mochtar Kusuma Atmadja, Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional 

(bandung: Bina Cipta, 1970), h. 2-3 
Lihat Romli Atmasasmita, Teori Hukum Iniegratif, Yogyakarta : Genta Publising, 2012, h. 59-60. 

Konsep hukum sebagai sarana pembangunan mulai dikemukakan oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja melalui 

tulisan-tulisan dalam seminar tentang hukum pembangunan pada tahun 1973, konsep hukum pembangunan telah 

dimasukkan sebagai materi hukum Pelita I (1970-1975), kemudian dituangkan dalam GBHN pada tahun 1978. 

"Mochtar Kusumaatmadja di dalam Otje Salman dan Eddy Damian, Konsep-Konsep Hukum dalam 

Pembangunan, (Bandung: Alumni, 2002), h. 1. 

bid, h. 3 - 15. 
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ketertiban hukum dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, 

menumbuhkan dan mengembangkan disiplin nasional, kepatuhan hukum serta 

tanggung jawab sosial pada setiap warga negara termasuk penyelenggara negara, 

memberi rasa aman dan tenteram, mendorong kreativitas dan peran aktif masyarakat 

dalam pembangunan, serta mendudukung stabilitas nasional yang mantap dan 

dinamis. 

Dalam hal berlakunya hukum Islam yang sebagian dipersinggungkan dengan 

hukum adat di Indonesia terdapat teori-teori yang sudah mantap dalam 

pertumbuhannya dan perkembangan hukum di Indonesia yaitu: 

. Ajaran Islam tentang pentaatan hukum yang ditentukan dalam al-Qur'an bahwa 
bagi orang Islam pada dasarnya di perintahkan untuk taat kepada Allah dan 
rasul-Nya, tidak ada pilihan lain kalau ternyata allah dan rasul telah menetapkan 
hukum yang pasti dan jelas (al-Qur'an surat 33:36) 

2. Teori Penerimaan otoritas hukum, dikemukakan oleh HR. Gibb dalam bukunya 
"The modern Trends of Islam" menyatakan "bahwa orang Islam kalau telah 
menerima Islam sebagai agamanya maka ia menerima otoritas hukum Islam 

terhadap dirinya"l7 
3. Theorie Receptie in Complexu, merupakan teori yang dikemukakan oleh Mr. 

Lodewijk willam Cristiaan van den Berg yang menyatakan bahwa "bagi orang 
Islam walaupun dalam pelaksananya terdapat penyimpangan-penyimpangan 

4. Theorie Receptie, dikemukakan oleh Cristian Snouck Hurgronye seorang ahli 
dalam bidang hukum Islam dan Hukum adat yang mengemukakan bahwa "bagi 
rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat, hukum Islam berlaku kalau 
norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyaralkat sebagai hukum adat". 

5. Theorie receptie Exit, merupakan teori yang dikemukan oleh Hazairin dalam 

bukunya "tujuh serangkai tentang hukum" yang berpendirian bahwa setelah 
indonesia merdeka dan UUD 1945 dijadikan UUD negara, maka seluruh 
peraturan peraturan perundang-undangan pemerintah Hindia Belanda yang 
berdasarkan ajaran Teori receptie tidak berlaku lagi (harus exit), karena 

bertentangan dengan UUD 1945 serta al-Quran dan Sunnah Rasul. 
" 

6. Theorie Receptio a Contrario, adalah teori yang dikemukakan oleh Sayuti 

Thalib, merupakan pengembangan teori receptie exitnya Hazairin yaitu "bahwa 
hukum adat hanya berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan 

hukum Islam"2 
7. Theorie Eksistensi, merupakan teori yang dikemukakan oleh Ichtijanto, bahwa 

hukum Islam di Indonesia mempunyai kekuatan eksistensi dan mempunyai 

Ichtijanto, Hukum Islam dan Hukum Nasional, (Jakarta: Indo-Hill Co, 1990), h. 23 

8 Tbid, h. 27 
Jbid, h. 32 
20 1bid, h. 38 
21 1bid, h. 42 
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